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Abstrak

Dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya wewenang atau
kewenangan yang ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi pejabat Tata
Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha negara sebagai akibat
terjadinya benturan kepentingan antara seseorang/ Badan Hukum Perdata
dengan pemerintah tersebut dapat diselesaikan secara damai melalui
musyawarah mufakat, tetapi juga dapat diselesaikan lewat pengadilan.
Sedangkan KTUN menurut ketentuan pasal 1 angka (3) UU 5/1986 jo. UU
9/2004 jo. UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPasal 76 ayat (1)
UU 30/2014 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang
menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Berdasarkan
uraian tersebut ada dua aturan yang menjelaskan tentang upaya administrasi
terdapat dalam UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009 serta terdapat pada
UU 30/2013. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih konkrit mengenai Upaya
hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu timbul rumusan sebaga
berikut Apakah Upaya Administrasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara, dan Apa akibat hukum tidak dilakukannya
upaya administrasi dalam menyelesaikan sengketa TUN. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatan undang-
undang, konseptual, kasus. Menurut UU 30/2014 jo Perma 6/2018
menentukan bahwa sengketa TUN harus melalui upaya administrasi terlebih
dahulu. Akibat hukum tidak dilakukannya upaya administrasi dalam sengketa
TUN hakim wajib memberikan amar putusan “Tidak dapat diterima”.

Kata Kunci : Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya Administrasi, Keputusan

Tata Usaha Negara, Pemerintah, Masyarakat.

Xi



Abstract

In a State Administrative Decision is the existence of existing authority or
authority and which is the basis for State Administrative officials. Settlement
of state administrative disputes as a result of a conflict of interest between a
person/ Civil Legal Entity and the government can be resolved peacefully
through consensus, but can also be resolved through the courts. While KTUN
according to the provisions of article 1 number (3) of Law 5/1986 jo. UU
9/2004 jo. Law 51/2009 on State Administrative Justice Article 76 paragraph
(1) of Law 30/2014 states that Government Agencies and/or Officials are
authorized to resolve objections to Decisions and/or Actions stipulated
and/or performed submitted by Citizens. Based on the description, there are
two rules that explain the administrative efforts contained in Law 5/1986 jo.
UU 9/2004 jo. Law 51/2009 and found in Law 30/2013. Therefore, a more
concrete explanation is needed on legal efforts in State Administrative
disputes. Therefore, the following formulation arises as to whether
Administrative Efforts must be made in resolving State Administrative
disputes, and what are the legal consequences of not making administrative
efforts in resolving TUN disputes. This study uses normative legal research
methods, and legal, conceptual, case approaches. According to Law 30/2014
jo Perma 6/2018 stipulates that TUN disputes must go through administrative
efforts first. As a result of the law not making administrative efforts in the
TUN dispute, the judge must issue a "Unacceptable” verdict.

Keywords: State Administrative Disputes, Administrative Efforts, State

Administrative Decisions, Government, Society.
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